
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, 

hal ini dikarenakan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alenia keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini 

sudah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung 

(infrastruktur) dalam segala bidang dan sektor. Pembangunan tersebut sebenarnya 

merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki.   

Proses pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan segala potensi yang 

dimiliki yaitu kondisi geografis, sumber daya modal dan sumber kekayaan alam 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,
1
 melalui suatu langkah 

pemanfaatan potensi yang menyeluruh sehingga semua kebutuhan pembangunan 

terpenuhi, dengan tetap memperhatikan terciptanya kondisi kesejahteraan dan 

keamanan bagi masyarakat. 

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Januari 2015 lalu, 

                                                             
1
 Andik Dwi Tantono, 2007, Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Jalan Tol, Skripsi, Fakultas Hukum, UMM, Hal. 1 
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telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam Perpres 

ini disebutkan, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program 

Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. 

Dalam Perpres ini pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin 

mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya 

berkepribadian dan berjiwa gotong royong,  dan masyarakatnya memiliki 

keharmonisan antar kelompok sosial, dan  postur perekonomian makin 

mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis 

luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek 

sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan 

antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan 

lingkungan. 

Antara lain kebijakan tersebut yaitu melakukan akselerasi peningkatan daya 

saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas. 

Akselerasi tersebut, antara lain mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional 

seperti sektor infrastruktur. 

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang 

diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. 

Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang 

pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum 
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tanah nasional, antara lain prinsip kemanusia, keadilan, kemanfaatan, kepastian, 

keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan 

keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
2
 

Pemerintah melalui Panitia Pelelangan Pengesahan Jalan Tol (PPPJT) resmi 

menunjuk Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Toll Road 

serta PT Bangun Tjipta Sarana sebagai pemenang lelang pengusahaan Jalan Tol 

Batang-Semarang. Lelang diikuti oleh lima Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). 

Mereka adalah PT Bangun Tjipta Sarana, PT Pembangunan perumahan (Persero) 

Tbk, Konsorsium Plus Expressway International Bhd, PT Nusa Raya Cipta Tbk 

dan PT Saratoga Investama Sedaya, Konsorsium China Harbour Indonesia dan PT 

Lancar Jaya Mandiri Abadi, serta Konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan 

PT Waskita Toll Road. Proyek Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 75,7 

kilometer yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa.
3
 

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah 

dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang 

bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, 

membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan 

                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Kepentingan Umum, penjelasan umum. 
3
https://properti.kompas.com/read/2016/03/23/191811421/Inilah.Pemenang.Lelang.Jalan.Tol.B

atang-    Semarang,  23 Maret 2016, 19.18 

https://properti.kompas.com/read/2016/03/23/191811421/Inilah.Pemenang.Lelang.Jalan.Tol.Batang-%20%20%20%20Semarang
https://properti.kompas.com/read/2016/03/23/191811421/Inilah.Pemenang.Lelang.Jalan.Tol.Batang-%20%20%20%20Semarang
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mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah 

sebagai berikut:
4
 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin  tersedianya tanah untuk 

Kepentingan Umum dan pendanaannya. 

2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; 

c. Rencana Strategis; dan  

d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.  

3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan 

semua pemangku dan pengampu kepentingan. 

4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 

5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian 

Ganti Kerugian yang layak dan adil. 

Di tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

yang diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik pemerintah 

maupun masyarakat. Undang-Undang ini dinilai lebih demokratis karena lebih 

terukur, adanya perencanaan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Disamping itu 

                                                             
4
 Ibid. 
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jangka waktunya juga disiapkan karena masing-masing tahapan mempunyai 

durasi. 

Undang-Undang ini memperbolehkan Pemerintah untuk mengambil alih tanah 

untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru. Hal ini 

menunjang investasi di Indonesia karena selama ini para investor cukup 

meragukan kemajuan proyek-proyek infrastruktur yang telah dijalankan. Dengan 

demikian Undang-Undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar 

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
5
 

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan bahwa tanah wajib tersedia 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 mengatur bahwa Pemerintah menjamin tersedianya tanah untuk 

kepentingan umum. Tak hanya itu, pendanaannya pun dijamin oleh Pemerintah, 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 juga menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. 

Adapun ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  

Nomor  2  Tahun  2012  adalah: penggantian  yang  layak  dan  adil  kepada pihak 

yang berhak dalam proses pengadaan tanah.  Ganti  kerugian dimaksud diberikan 

berdasarkan  ketentuan  Pasal  33,  Penilaian besarnya  nilai  Ganti  Kerugian  oleh  

                                                             
5
 The Globe Journal, Undang-Undang Pengadaan Tanah Bara Efektif 2012,27 Desember 2012, 

diunduh pada tanggal 4 Mei 2018. 
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Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1)  dilakukan  bidang  per  

bidang  tanah, meliputi : 

1. tanah; 

2. ruang atas tanah dan bawah tanah; 

3. bangunan; 

4. tanaman; 

5. benda  yang  berkaitan  dengan tanah; 

6. kerugian lain yang dapat dinilai 

Adapun bentuk ganti kerugian menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 yang dapat diberikan berupa : 

1. Uang,  

2. Tanah Pengganti, 

3. Pemukiman Pengganti 

4. Kepemilikan Saham, 

5. Bentuk lain yang disetujui para pihak yang bersangkutan.  

Adapun empat tahapan yang harus dilalui dalam proses pembebasan lahan 

untuk infrastruktur. Pertama, pihak perencana proyek harus secara rinci 

memberikan data lokasi yang akan digunakan kepada Pemerintah Provinsi. Kedua, 

melakukan konsultasi publik. Ketiga, penetapan lokasi. Keempat, Kementerian 

ATR/BPN melakukan pengadaan tanah yang dilakukan dengan melakukan 

penilaian, musyawarah hingga pelepasan.  
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Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengadaan tanah dari 

tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan hasil, keterlibatan masyarakat 

menjadi unsur yang penting. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah, hasil 

konsultasi publik menentukan apakah lokasi yang direncanakan bisa dieksekusi 

atau instansi harus menentukan lokasi lain. 

Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu masalah 

krusial yang sangat menentukan realisasi proyek. Menurut laporan dari Edge 

Malaysia pemerintah Indonesia pada tahun 2005 telah menawarkan 100 proyek 

infrastruktur untuk pengembangan sektor swasta kepada berbagai perusahaan 

konstruksi di kawasan ASEAN. Namun perkembangannya selama ini cukup 

terhambat karena berbagai sengketa pengambilalihan tanah, yang seringkali 

penyelesaiannya memakan waktu sampai 5 (lima) tahun. Dengan Undang-Undang 

yang baru ini proses pengambilalihan tanah diharapkan dapat dipercepat dan dapat 

diselesaikan dalam waktu kurang dari 9 (sembilan) bulan.
6
 

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 perihal 

pengambilalihan tanah tidak akan memakan proses yang panjang, karena Undang-

Undang ini mengatur jangka waktu untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan 

umum, yaitu lebih kurang 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari kerja, bila proses 

pengambilalihan tanah berjalan lancar, dan lebih kurang 1.213 (seribu dua ratus 

                                                             
6
 Roosdiono & Partners, Undang-Undang Pertanahan Yang Baru, diunduh pada tanggal 2 Mei 

2019. 
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tiga belas) hari kerja, bila ada keberatan dari pihak yang memiliki tanah yang 

dibeli. 

Namun demikian dalam upaya pemerintah terkait pengadaan tanah, tidak 

jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Terutama dalam hal 

tidak tercapainya kesepakatan terkait gantikerugian bagi masyarakat terdampak. 

Dalam hal tidak adanya kesepakatan ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

mengantisipasi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan dengan 

upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari Pemerintah yang dititipkan 

ke pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012.
7
 

Atas dasar berbagai uraian di atas, terlihat bahwa negara memiliki 

kewenangan untuk menguasai dan melakukan pengelolaan tanah secara luas. Disisi 

lain, kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum 

dalam bidang pertanahan diperlukan secara aman dan mantap bagi setiap warga 

negara.
8
 Penguasaan yang mantap berarti ditinjau dari aspek waktu dan atau 

lamanya seseorang dapat mempunyai dan/atau menguasai tanah sesuai dengan 

kewenangan dari hak atas tanah tersebut, sedangkan penguasaan secara aman 

berarti si pemegang hak atas tanah dilindungi dari gangguan baik dari sesama 

warga negara dalam bentuk misalnya penguasan secara illegal ataupun dari 

penguasa. 

                                                             
7
 Hukum Online, Rabu 1 Juni 2016 

8
 Arie S. Hutagalung, Analisa Yuridis Keppres 55 Tahun 1993, (Diklat DDN: Jakarta, 2001), 

hlm. 1. 
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Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah 

untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. 

Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak 

yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanahnya diperlukan untuk 

kegiatan pembangunan.
9
 Namun demikian, dalam upaya Pemerintah untuk 

pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan 

masyarakat atau dengan pihak swasta. 

Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka 

sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Untuk itu penyelesaian sengketa perdata yang berkenaan dengan 

tanah diluar lembaga peradilan menjadi ideal bagi penyelesaian sengketa tanah. 

Karena bila di tempuh melalui jalur hukum atau lembaga peradilan, acapkali tidak 

cuma menyangkut aspek hukum, hak-hak penguasaan, kalkulasi ekonomi, tetapi 

tidak sedikit yang menyentuh sisi sosio kultural. Penyelesaian melalui lembaga 

pengadilan yang lebih berpola menang kalah seringkali justru memicu konflik-

konflik non hukum yang berkepanjangan. Apalagi jika masalah-masalah hukum 

yang diangkat hanya berfokus pada satu sebab saja. Munculnya ketidakpuasan 

terhadap putusan pengadilan yang berakumulasi dengan berbagai aspek masalah 

pertanahan yang tidak terselesaikan melalui pengadilan, ternyata dapat 

berkembang sampai kekerasan fisik. 

                                                             
9
  Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi¸Sosial dan Budaya, (Jakarta: 

Kompas, 2008), hlm. 280. 
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Masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak 

sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar 

terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil 

bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. 

Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap Pemerintah 

telah memunculkan rasa tidak aman bagi para pemegang hak perorangan atau 

badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah. 

Berangkat dari uraian di atas, Penulis akan mengungkapkan masalah atau konflik 

yang timbul dari pelaksanaan pengadaan tanah project Tol Semarang – Batang 

terkait dengan ketidaksesuaian dalam hal pemberian ganti rugi. Masyarakat sering 

kali meminta ganti kerugian yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh 

panitia. Oleh karena itu permasalahan yang menyangkut tentang pengadaan tanah 

perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data-data 

yang diajukan di dalam mengadakan taksiran akan ganti kerugian dalam rangka 

pengadaan tanah yang akan dikenakan tersebut agar sesuai dengan asas yang 

tertera didalam Undang-Undang tersebut di atas. 

Sehingga penulis terdorong untuk mendalami persoalan masalah pelaksanakan 

pembangunan untuk kepentingan umum yang ada di wilayah Semarang yang juga 

akan ada pelaksanaan pembangunan jalan Tol Semarang – Batang, dan penulis 

juga ingin mengetahui apakah pelaksanaan ganti rugi lahan oleh Pemerintah sudah 

sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku serta tindakan solusi terhadap 
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sengketa yang terjadi dapat diselesaikan untuk proses percepatan proyek strategis 

nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, adapun judul penelitian untuk mengkaji masalah 

tersebut adalah “EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT 

DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DAN GANTI 

KERUGIAN PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-

BATANG”. 

B. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan 

hukum yang berbentuk skripsi ini penulis mengambil pokok permalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Ganti Kerugian Pada 

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang saat ini? 

2. Apasajakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Perlindungan Hak 

Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Ganti Kerugian Pada 

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Ganti 

Kerugian Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang saat ini. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Efektifitas Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah Dan Ganti Kerugian Pada Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 (Dua) kegunaan teroritis dan praktis 

1. Kegunaan Toritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan efektifitas perlindungan 

hak masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada 

pembangunan jalan tol Semarang-Batang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil 

kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan 

terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada 

pembangunan jalan tol. 

b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperkaya pengetahuan tentang perlindungan hak masyarakat dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan 

tol Semarang-Batang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah penelitian 

yuridis sosiologis, yang dimana penelitian membahas lebih mendalam terkait 

efektifitas pelaksanaan suatu hukum di masyarakat. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum 

kualitatif ini adalah metode pendekatan  yuridis sosiologis, yaitu suatu 

pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung 

dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi 

kepustakaan melalui langkah teoritik.
10

  

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara 

secara empiris bersama beberapa informan, wawancara tersebut bertujuan untuk 

menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan 

menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran 

dialektikal antara peneliti dan informan. 

 

 

                                                             
10

   Ibid, hlm. 7 
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4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam 

penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui :
11

 

a. Wawancara secara mendalam sehingga peneliti sedapat mungkin menggali 

informasi dari informan secara kualitatif dan mendalam sesuai pengalaman 

individu dan sosial yang dialami narasumber yang dijadikan sumber data 

penelitian sehingga terjadi pertukaran dialektikan, narasumber dalam 

penelitian ini adalah ahli hukum dan masyarakat;  

b. Bahan hukum diperoleh dari buku, peraturan perundang – undangan, 

makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan persoalan 

pengadaan tanah dan ganti kerugian untuk pembangunan kepentingan umum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum eksiklopedia dan kamus bahasa 

serta bahan penelitian dari wawancara kepada beberapa informan guna 

menambah data penelitian.  

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan 

dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi 

dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yang pernah terlibat dan 

sedang terlibat dalam penelitian limbah domestik ini. Tipe wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan 

                                                             
11

  Soerjono, Soekanto dan Siti, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali 

Press, 1985), hlm. 35 
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dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap 

berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan 

wawancara.  

Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh 

jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. 

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara 

yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Informan yang akan 

menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data primer antara lain praktisi 

hukum, akademisi, dan masyarakat. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan 

terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, 

diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk 

deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis 

menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis 

secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. 

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan 

data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. 

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai 
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dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, 

semuanya sudah masuk dalam analisis.  

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum 

yang sempurna.
12

  Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup 

dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan 

fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupkan lingkup bidang ilmu 

dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang 

didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan 

yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan 

kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-

benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti.
 
Data yang terkumpul 

kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, 

lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.
 13 

6. Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat 

mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat  tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – 

keputusannya, sama halnya dengan penelitin secara kuantitatif, penelitian 

                                                             
12

  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 127 
13

 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya : Bandung,  2007), hlm. 

2 
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kulaitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak reliable, maka 

penelitian kualitatif pun tidak dapat transferabel jika tidak kredibel, dan tidak 

akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui 

keabsahan penelitian (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungang 

(dependability), dan kepastian (confirmability).
14

  

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data 

digunakan derajat kepercayaan (credibility) dan kriterium kepastian 

(confirmability). Kriteria berupa derajat kepercayaan (credibility) adalah 

kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat 

kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriterium kepastian  (confirmability) 

adalah kriteri yang menyatakan bahwa sesuatu itu berup objektif atau tidak 

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, 

dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih 

bersifat subjektif, jika penglaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak 

orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas 

suatu hal tergantung. 

 

                                                             
14

 Ibid, hlm. 324 


